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Abstrak : Penyediaan dan pengelolaan sarana dan
prasarana merupakan aspek fundamental dalam
menciptakan lingkungan belajar yang efektif, aman,
dan inklusif, terutama pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji secara konseptual bagaimana manajemen
sarana dan prasarana dijalankan berdasarkan arah
kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Metode yang digunakan
adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-
analitis, berdasarkan data sekunder dari dokumen
resmi, jurnal ilmiah, dan buku referensi. Hasil
kajian menunjukkan bahwa PP No. 57 Tahun 2021
menetapkan prinsip dasar pengelolaan sarpras yang
berorientasi pada pembelajaran aktif, keselamatan,
aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan. Lebih
lanjut, ketentuan teknis dari prinsip tersebut
dijabarkan dalam Permendikbudristek No. 22 Tahun
2023 yang memberikan panduan rinci mengenai
jenis, fungsi, dan standar ruang serta peralatan
pendidikan. Hasil penelitian menegaskan bahwa
pengelolaan sarpras tidak hanya bersifat
administratif, melainkan harus menjadi bagian
strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di
sekolah dasar dan menengah.
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PENDAHULUAN
Pendidikan yang bermutu tidak dapat dilepaskan dari lingkungan belajar yang

mendukung. Salah satu faktor penting yang menopang terciptanya suasana belajar
yang kondusif adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah merupakan fase dalam proses pembentukan
karakter, penguatan kemampuan kognitif, dan penguasaan keterampilan dasar
berlangsung secara menyeluruh, sehingga membutuhkan dukungan sarana dan
prasarana yang dikelola dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung secara
optimal (Baginda, 2018; Christiananda et al., 2023; Irsalulloh & Maunah, 2023).
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Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses pembelajaran dapat mengalami
penurunan efektivitas, bahkan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pendidikan
secara menyeluruh.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arah yang jelas mengenai
pentingnya pemenuhan standar sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan.
Regulasi ini menegaskan bahwa sarana dan prasarana adalah satu dari delapan
standar utama yang wajib dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Hal ini
memperkuat bahwa manajemen sarana dan prasarana tidak lagi dipandang sekadar
sebagai aspek operasional, melainkan sebagai bagian integral dari strategi
peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Pada implementasinya, manajemen sarana dan prasarana di sekolah dasar dan
menengah mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan
penghapusan aset fisik dan nonfisik yang menunjang kegiatan pembelajaran
(Andreyanto et al., 2025). Namun, tantangan nyata di lapangan menunjukkan bahwa
belum semua satuan pendidikan berhasil melaksanakan siklus manajemen ini secara
optimal. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ketimpangan infrastruktur
antar wilayah, keterbatasan dana operasional, dan lemahnya pemeliharaan fasilitas
masih menjadi isu utama yang menghambat pemerataan dan peningkatan mutu
pendidikan (Hadi & Nisa, 2023; Mayarani & Nurhikmahyanti, 2014; Sukamto et al.,
2024; Wika, 2025). Di sinilah urgensi manajemen sarana dan prasarana yang
terstruktur dan sistematis menjadi relevan untuk ditelaah lebih lanjut dalam koridor
regulatif PP No. 57 Tahun 2021.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya sarana dan
prasarana dalam mendukung mutu pendidikan, namun belum banyak yang secara
khusus menyoroti bagaimana manajemen sarana dan prasarana dijalankan dalam
kerangka regulatif PP No. 57 Tahun 2021. Di sisi lain, dinamika kebijakan dan
pergeseran orientasi pendidikan yang lebih menekankan pada akuntabilitas,
efektivitas, dan efisiensi menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami
pengelolaan fasilitas pendidikan, terutama di tengah keterbatasan sumber daya dan
kebutuhan yang terus berkembang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam
bagaimana konsep manajemen sarana dan prasarana diterapkan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah, dengan merujuk pada arah kebijakan yang
ditetapkan dalam PP No. 57 Tahun 2021. Kajian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana
tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak
nyata terhadap proses pembelajaran dan capaian mutu pendidikan di sekolah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kajian kualitatif berbasis studi pustaka yang

bertujuan untuk mengeksplorasi secara konseptual dan normatif manajemen sarana
dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka kebijakan nasional,
khususnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan
mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tepercaya, seperti
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dokumen kebijakan resmi, artikel jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, laporan
penelitian, serta publikasi relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui telaah literatur secara sistematis dengan menekankan pada validitas isi dan
kesesuaian substansi dengan topik kajian. Seluruh data dianalisis menggunakan
metode analisis isi (content analysis) untuk menelaah struktur gagasan, relevansi
kebijakan, dan integrasi manajerial yang tertuang dalam berbagai literatur.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun sintesis konseptual yang
tajam dan mendalam, serta memberikan pemahaman yang utuh mengenai
bagaimana kebijakan standar nasional dapat dijadikan landasan dalam penguatan
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang berorientasi mutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan

tenaga pendidik yang kompeten, tetapi juga sangat bergantung pada keberadaan
sarana dan prasarana yang memadai. Pada pendidikan dasar dan menengah, sarana
dan prasarana menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang
kondusif, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Keberadaan fasilitas yang
menunjang proses pembelajaran akan mempermudah guru dalam menyampaikan
materi dan membantu siswa dalam memahami serta mengembangkan
keterampilannya secara optimal (Sidqi et al., 2024). Oleh karena itu, pengelolaan
sarana dan prasarana harus dilakukan secara sistematis, bukan hanya sebatas
administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai bentuk penjaminan mutu, pemerintah Indonesia menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP). Pada regulasi tersebut, standar sarana dan prasarana dimasukkan sebagai
salah satu dari delapan standar pendidikan yang wajib dipenuhi oleh satuan
pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan
mengenai sarpras ini tidak hanya memberikan panduan tentang apa yang harus
tersedia di sekolah, tetapi juga menekankan bahwa pengelolaan sarpras harus
relevan dengan kebutuhan pembelajaran, prinsip keselamatan, aksesibilitas, dan
kelestarian lingkungan. Pemahaman mendalam terhadap isi regulasi ini penting
untuk membentuk konsep manajemen sarpras yang tepat, terukur, dan berdampak
nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Definisi Sarana dan Prasarana dalam PP Nomor 57 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 25 ayat (2)
dan (3), menjelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan prasarana
adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
Definisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya
mencakup keberadaan benda-benda fisik, tetapi juga memastikan bahwa fungsinya
benar-benar mendukung proses pembelajaran (Purnamaningsih & Purbangkara,
2022). Sarana dan prasarana dalam hal ini harus hadir sebagai instrumen aktif yang
menopang tujuan pendidikan baik dari segi teknis, pedagogis, maupun psikologis.

Berdasarkan definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa keberadaan sarana
dan prasarana tidak hanya dinilai dari jumlah atau bentuk fisiknya saja, tetapi juga
dari fungsi dan perannya dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Sarana dan
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prasarana harus benar-benar dirancang dan dikelola agar mendukung pencapaian
tujuan pendidikan secara optimal (Afiyanti et al., 2025). Sebagai contoh, ruang kelas
yang baik bukan hanya soal cukup atau tidaknya jumlahnya, tetapi apakah ruang
tersebut nyaman, memiliki pencahayaan cukup, sirkulasi udara baik, dan
memungkinkan pembelajaran aktif dan menyenangkan.

Pada pendidikan dasar dan menengah, kebutuhan terhadap sarana dan
prasarana tidak bersifat seragam. Pada pendidikan dasar menekankan
pengembangan motorik dan pembentukan karakter, sehingga membutuhkan sarana
dan prasarana yang ramah anak, fleksibel, dan aman (Rieuwpassa, 2024). Sementara
pendidikan menengah berfokus pada penguatan pengetahuan dan keterampilan
sebagai persiapan memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi, sehingga
memerlukan laboratorium, bengkel kerja (untuk SMK), dan lain-lain yang fungsional
serta sesuai dengan standar nasional (Ainissyifa et al., 2023; Mahande, 2022). Dengan
demikian, pengelolaan sarana dan prasarana pada dua jenjang ini harus
mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda namun tetap berada dalam satu
kerangka konseptual yang ditetapkan dalam PP Nomor 57 Tahun 2021.

Dengan pemahaman tersebut, manajemen sarpras tidak boleh dipisahkan dari
perencanaan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Sarana seperti alat peraga,
media pembelajaran digital, hingga buku pelajaran, harus selaras dengan metode
pembelajaran yang digunakan. Sementara itu, prasarana seperti ruang kelas,
laboratorium, perpustakaan, dan toilet harus mampu menciptakan kenyamanan dan
keselamatan bagi peserta didik dan pendidik. Sejalan dengan pandangan Lubis,
sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran dan
berkontribusi besar terhadap keberhasilan proses pendidikan (Lubis & Fadli, 2024).
Oleh karena itu, pengelolaan sarpras yang baik bukan sekadar memenuhi standar
minimum, tetapi juga harus berorientasi pada kebermanfaatan dan efektivitas
pemanfaatannya dalam kegiatan belajar mengajar.

Pemahaman terhadap definisi dan fungsi sarana serta prasarana sebagaimana
diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 perlu dijadikan pijakan utama dalam
merancang pengelolaan yang terarah dan bertanggung jawab. Definisi tersebut tidak
hanya memberi kejelasan makna, tetapi juga menegaskan bahwa setiap fasilitas
pendidikan harus memiliki peran yang nyata dalam mendukung proses pembelajaran,
agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Manajemen sarana dan
prasarana di jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menjamin bahwa semua
komponen yang tersedia dapat digunakan secara tepat guna, bernilai manfaat, dan
selaras dengan kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang.
Prinsip-prinsip Pengelolaan Sarpras dalam Pasal 25 Ayat (4)

Pasal 25 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
menetapkan empat prinsip utama yang harus menjadi dasar dalam pengelolaan
sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Keempat prinsip tersebut adalah:
1. Mendukung pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan
efektif.

2. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan.
3. Ramah terhadap penyandang disabilitas.
4. Ramah terhadap kelestarian lingkungan.
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Prinsip pertama, yakni menunjang pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif,
menyenangkan, dan efektif, menegaskan bahwa seluruh fasilitas pendidikan harus
dirancang untuk mendorong keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam proses
belajar. Hal ini sejalan dengan pendekatan pedagogis konstruktivistik yang
menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran (Fathurrahman
& Puspita, 2025). Oleh karena itu, sarpras seperti ruang kelas harus disusun secara
fleksibel, mampu menyesuaikan dengan variasi metode pembelajaran seperti diskusi
kelompok, simulasi, atau pembelajaran berbasis proyek. Media pembelajaran seperti
papan digital, alat peraga interaktif, dan konektivitas internet juga menjadi bagian
dari sarpras yang mendukung prinsip ini. Sebagaimana disampaikan oleh Mardiah,
lingkungan fisik pembelajaran harus memberikan stimulus positif terhadap motivasi
dan partisipasi belajar peserta didik (Mardiah & Ratna Puspita, 2023). Dengan
demikian, keberadaan dan pengelolaan sarana prasarana tidak hanya bersifat
pelengkap, melainkan menjadi elemen strategis dalam mewujudkan ruang belajar
yang adaptif, inspiratif, dan berpusat pada peserta didik.

Prinsip kedua adalah menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan (K3).
Hal ini berarti bahwa seluruh elemen sarpras harus memenuhi standar keselamatan
bangunan dan kelayakan penggunaannya, termasuk pencahayaan, ventilasi, struktur
bangunan, hingga fasilitas sanitasi yang memadai. Banyak kasus sarana yang rusak,
tidak stabil, atau tidak higienis berisiko menyebabkan kecelakaan atau penyebaran
penyakit (Nurcahyani & Wijayanti, 2021). Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan
inspeksi berkala menjadi bagian penting dalam manajemen sarpras. Di samping itu,
keberadaan jalur evakuasi yang terencana, alat pemadam api ringan (APAR) yang
berfungsi baik, serta dukungan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar merupakan
komponen penting yang tidak dapat diabaikan (Azizah et al., 2023; Rizki Alfian et al.,
2023). Seluruh elemen ini harus diintegrasikan secara sistemik dalam perencanaan
dan pengelolaan sarpras, guna memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang
aman, sehat, dan siap menghadapi potensi risiko yang dapat mengganggu
kelangsungan proses pembelajaran.

Prinsip ketiga, yaitu ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini
mencerminkan komitmen pendidikan dalam membangun ekosistem belajar yang
humanis dan setara. Satuan pendidikan dituntut untuk menghadirkan sarana dan
prasarana yang adaptif, seperti jalur landai, ruang kelas yang dapat diakses kursi
roda, dan toilet ramah disabilitas yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan
khusus untuk berpartisipasi secara optimal (Hayati, 2019). Ketersediaan fasilitas
tersebut bukan sekadar bentuk akomodasi fisik, melainkan juga simbol nyata dari
penghargaan terhadap keragaman dan upaya menghapus batas-batas diskriminatif di
ruang pendidikan. Ketika sekolah mampu menghadirkan lingkungan fisik yang
merangkul keberagaman kebutuhan, maka proses pembelajaran tidak hanya menjadi
lebih adil, tetapi juga membangun empati sosial dan penghargaan terhadap
perbedaan. Sebaliknya, ketiadaan perhatian terhadap aspek ini berisiko memperkuat
eksklusi dan menghambat terciptanya budaya sekolah yang inklusif dan suportif bagi
semua.

Prinsip keempat adalah ramah terhadap kelestarian lingkungan. Artinya,
sarpras pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan memperhatikan prinsip
keberlanjutan (sustainability), seperti penggunaan material bangunan ramah
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lingkungan, penghematan energi, manajemen limbah sekolah, serta ruang terbuka
hijau (Maulana et al., 2024). Penerapan konsep green school menjadi sangat relevan,
di mana sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga agen pendidikan
lingkungan. Dengan menciptakan lingkungan fisik yang merefleksikan nilai-nilai
ekologis, peserta didik dapat belajar secara langsung mengenai pentingnya menjaga
alam. Hal ini bukan hanya mendukung aspek kognitif dalam pendidikan lingkungan
hidup, tetapi juga menanamkan kesadaran ekologis yang berkelanjutan

Implikasi dari keempat prinsip ini adalah bahwa manajemen sarana prasarana
di sekolah tidak bisa dilakukan secara parsial atau administratif semata. Diperlukan
pendekatan komprehensif yang melibatkan perencanaan berbasis data, analisis
kebutuhan pedagogis, standar keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Sekolah
perlu melibatkan tim manajemen yang berkompeten, termasuk kepala sekolah, guru,
komite sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama
memastikan bahwa seluruh prinsip tersebut diterapkan dalam setiap aspek
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana. Dengan
demikian, sarpras bukan hanya menjadi fasilitas pendukung, tetapi instrumen utama
dalam membangun pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, inklusif, dan
berkelanjutan.
Peraturan Menteri sebagai Penjabaran Standar Sarpras

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 26 menyatakan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana akan diatur melalui
Peraturan Menteri. Ketentuan ini menegaskan bahwa PP tersebut merupakan
landasan normatif yang bersifat umum dan membutuhkan pengaturan lebih rinci
agar dapat diimplementasikan secara konkret oleh satuan pendidikan. Penjabaran
tersebut kemudian dituangkan melalui Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023
tentang standar sarana dan prasarana pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan
jenjang pendidikan menengah. Permendikbudristek ini menetapkan secara detail
jenis, jumlah, luasan, dan fungsi sarana dan prasarana yang wajib disediakan oleh
setiap satuan pendidikan sesuai jenjangnya. Untuk memberikan gambaran yang
sistematis, berikut adalah ringkasan isi utama Permendikbudristek Nomor 22 Tahun
2023 berdasarkan jenjang pendidikan dasar dan menengah:

Tabel 1. Ringkasan Standar Sarpras menurut Permendikbudristek No. 22 Tahun
2023

Komponen Subkomponen Ketentuan Utama Acuan Pasal

Sarana
- Bahan
Pembelajaran
- Alat Pembelajaran
- Perlengkapan

Harus sesuai kebutuhan jenjang
dan jenis pendidikan, ramah
disabilitas, memperhatikan K3,
ramah lingkungan, dan relevan
dengan pembelajaran.

Pasal 5–6

Prasarana
- Lahan
- Bangunan
- Ruang

Menyesuaikan proyeksi peserta
didik dan rombel, memiliki status
legal, aman bencana, ventilasi
cukup, dan akses bagi penyandang
disabilitas.

Pasal 7–9

Ruang - Kelas Luas minimal 2 m² per siswa Pasal 12–14



Jannah et al. 10.60126/maras.v3i2.950

Manajemen Sarana dan Prasarana di Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 | 666

Komponen Subkomponen Ketentuan Utama Acuan Pasal
Pendidikan - Perpustakaan

- Laboratorium
(kelas), 1 ruang kelas
(perpustakaan), dan 1,5 ruang kelas
(lab). Fasilitas wajib sesuai fungsi
dan kebutuhan pembelajaran.

Ruang
Pendukung

- Administrasi
- UKS
- Tempat Ibadah
- Kantin

Harus fungsional, bersih, dan
mendukung pelayanan pendidikan
dan kesehatan siswa.

Pasal 15–
17, 19

Ruang
Aktivitas

- Tempat olahraga
- Toilet

Toilet terpisah laki-laki/perempuan,
bersih, aman, dan tersedia toilet
difabel. Lapangan disesuaikan
dengan karakteristik sekolah.

Pasal 18, 20

Spesifik
- Ruang praktik
(SMK)
- Ruang disabilitas

Harus sesuai kompetensi keahlian
(SMK) atau kebutuhan khusus
(SLB). Dilengkapi sarana
praktik/keterampilan dan sesuai
standar keselamatan kerja.

Pasal 21–24

Sumber 1: Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023
Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksana

dari Pasal 26 PP Nomor 57 Tahun 2021, yang mengatur ketentuan teknis mengenai
standar sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah.
Peraturan ini membagi komponen sarana dan prasarana ke dalam dua bagian besar
yaitu sarana adalah alat dan perlengkapan pembelajaran, dan prasarana adalah
fasilitas fisik dan ruang yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan.
Ketentuan ini bersifat wajib dan mengikat bagi semua satuan pendidikan dalam
rangka menjamin mutu layanan pendidikan yang merata, aman, dan inklusif.

Pertama dari aspek sarana, regulasi ini mengatur bahwa bahan ajar, alat
peraga, dan perangkat pembelajaran lainnya harus relevan dengan kurikulum,
adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan ramah terhadap peserta didik
penyandang disabilitas. Misalnya, buku teks wajib disesuaikan dengan tingkat
kemampuan peserta didik dan kurikulum nasional, sedangkan alat pembelajaran
harus mendukung pembelajaran aktif, partisipatif, dan kontekstual. Hal ini mengacu
pada prinsip bahwa sarana bukan hanya fasilitas pendukung, tetapi bagian dari
proses pedagogik yang strategis.

Kedua untuk prasarana, Permendikbudristek ini menjabarkan standar
mengenai lahan, bangunan, dan ruang-ruang pendidikan yang wajib tersedia di
sekolah. Misalnya, satu ruang kelas minimal memiliki luas 2 meter persegi per
peserta didik, pencahayaan alami, ventilasi silang, dan jalur evakuasi. Selain ruang
kelas, sekolah wajib memiliki perpustakaan, laboratorium (IPA, komputer), ruang
guru, kepala sekolah, ruang UKS, serta ruang ibadah yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan keyakinan peserta didik. Ketentuan ini memperkuat prinsip
keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat
(4) PP 57/2021.
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Lebih lanjut, peraturan ini juga mengatur tentang ruang aktivitas dan ruang sanitasi,
seperti lapangan olahraga dan toilet. Toilet wajib tersedia secara terpisah untuk laki-
laki dan perempuan serta dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas.
Permendikbudristek juga mengatur aksesibilitas, seperti jalur landai, pintu lebar, dan
ruang praktik yang dapat digunakan oleh semua peserta didik tanpa diskriminasi.
Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai standar fisik, tetapi juga mencerminkan
semangat kesetaraan dalam pendidikan. Dengan demikian, semua peserta didik
dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan keberdayaan selama menjalani proses
pembelajaran.

Pada satuan pendidikan menengah kejuruan (SMK), peraturan ini menetapkan
kewajiban untuk menyediakan ruang praktik dan ruang program keahlian yang
sesuai dengan standar industri. Ruang tersebut harus dilengkapi alat praktik yang
aman dan sesuai standar keselamatan kerja. Penyesuaian sarpras ini mendukung
tujuan pendidikan vokasional untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan
memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (Fanani et
al., 2023). Penyesuaian sarana dan prasarana yang memenuhi standar industri ini
menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan
mendukung pengembangan keterampilan teknis serta sikap profesional siswa sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Dari sudut pandang pengelolaan sekolah, Permendikbudristek Nomor 22
Tahun 2023 memberikan petunjuk yang jelas dan lengkap tentang bagaimana sekolah
harus menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Peraturan ini
tidak hanya menyebutkan apa saja yang harus dimiliki oleh sekolah, tetapi juga
menjelaskan bagaimana fasilitas tersebut harus digunakan, dijaga, dan dimanfaatkan
secara maksimal. Semua ini bertujuan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan
dengan lancar, aman, dan nyaman.

Selain itu, peraturan ini juga mendorong sekolah untuk mengelola sarana dan
prasarana dengan cara yang bertanggung jawab, efisien, dan sesuai dengan
kebutuhan siswa dan kurikulum. Sekolah tidak cukup hanya memiliki ruang kelas
atau laboratorium, tetapi juga harus memastikan bahwa semua fasilitas tersebut
digunakan secara tepat guna dan benar-benar membantu siswa dalam belajar.
Dengan adanya aturan ini, sekolah memiliki acuan yang lebih jelas dalam menyusun
rencana pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan yang baik dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 menjadi
sangat penting sebagai penjabaran dari PP No. 57 Tahun 2021, karena
menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan teknis di lapangan. Dengan
mengikuti standar ini, sekolah dasar dan menengah diharapkan dapat menyediakan
lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung semua siswa untuk mencapai
hasil belajar yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah memegang peranan penting dalam mendukung
efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. PP Nomor 57
Tahun 2021 menempatkan standar sarpras sebagai bagian dari delapan standar
nasional pendidikan, dengan menekankan pada fungsi, keselamatan, aksesibilitas,
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dan keberlanjutan. Implementasi teknis dari ketentuan ini dijabarkan secara rinci
dalam Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 yang menjadi acuan operasional bagi
satuan pendidikan dalam menyediakan, menggunakan, dan merawat fasilitas
pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sarpras harus
dirancang secara sistematis, berbasis kebutuhan peserta didik, dan terintegrasi
dengan strategi peningkatan mutu sekolah. Dengan pengelolaan yang tepat, sarana
dan prasarana dapat menjadi instrumen utama dalam membangun lingkungan
belajar yang aman, inklusif, dan bermutu di seluruh wilayah Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak
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